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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA 
 

NOMOR  8  TAHUN  2010 
 

TENTANG 
 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA 
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH SINDANGKASIH MULTI USAHA 

KABUPATEN MAJALENGKA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MAJALENGKA, 
 
Menimbang :  
 

a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta guna pengembangan 
potensi usaha Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten 
Majalengka, maka perlu melakukan penguatan modal usaha pada 
Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, dan sebagai pelaksanaan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 
Majalengka Kepada Perusahaan Daerah Sindangkasih multi Usaha 
Kabupaten Majalengka. 

 

Mengingat : ........ 2 
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Mengingat :  
 
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

 
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 

 
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 4438); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593); 

 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka 
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 3); 

                               
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN MAJALENGKA 

dan 

BUPATI MAJALENGKA 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  
 
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL 
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KEPADA PERUSAHAAN 
DAERAH SINDANGKASIH MULTI USAHA. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka. 

3. Bupati adalah Bupati Majalengka. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka. 

5. Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka 
yang selanjutnya disingkat PD Sindangkasih Multi Usaha adalah 
Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik 
seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang 
dipisahkan; 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Majalengka. 

7. Penyertaan Modal Daerah adalah Investasi Jangka Panjang Pemerintah 
Daerah kepada PD Sindangkasih Multi Usaha dengan prinsip saling 
menguntungkan dan merupakan aset/kekayaan daerah yang dipisahkan 
untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Perusahaan 
Daerah Sindangkasih Multi Usaha. 

8. Investasi Jangka Panjang Permanen adalah Investasi yang dimaksudkan 
untuk dimiliki secara berkelanjutan lebih dari 12 (dua belas) bulan. 
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